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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR l TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN

ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang bahwa untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025

tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Ralcyat, Dewan Per'waklan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

maka perlu disusun Stdndar Operasional Prosedur

(SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo tentang Penetapan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Nagekeo.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O08 tentang Partai

Politik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

b

1

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

a.

Mengingat
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20ll tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan l,embaran Negara Repulik

Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Ma,jelis Permusyawaratan Ral<yat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis

Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tenlang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
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Menetapkan

KESATU

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ihbupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN

ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI'YAT

DAERAH KABUPATEN NAGEKEO.

Menetapkan Standar Operasional Frosedur (SOP)

Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo disusun sesuai

l"ampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU dljadikan sebagai

Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

KEDUA
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Nagekeo dalam melakukan pnoses penggantian

Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Nagekeo;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Mbay
padatanggal : 20 Januai2O26

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagekeo,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Bagian Tekris Penyelenggaraan
dan Hubungan

Karo

G
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FRANSISKUS HUBER WASO
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KOMISI PEMILIHAIT T'UUII KABT'PATEIT I|AGEXEO
JALAN DgUn SARTINA, KELTTRAIIAII DAIrcA, KECAIU,ATAN A.ESESiA

EmalL nageteokpu3@mall.com
KABT'PATEI{ I{AGEKEO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAIIUPATEN NAGEKEO
NOMOR l TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO

a

.tl

STANDAR OPERASIOITAL PROSEDITR (SOp) PENGGANTIAN ANTARWAT(TU
ANGGOTA DEITAIT PERWAITILAN RATYAT DAIRAH KABI'PATEI{ ITAGEKFO
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KOMISI PEMILII{AI{ UMUM
I(ABUPATEN NAGEI{T'O

NAMA SOP

soP

OLEH IIBTUA KOMISI PEMILII'AN UMUM

KABUPATEIT NAGENBO

TRANSISKUS HUBER WASO

1 TAHUN 2025

Ttd

JAI{UARI2026

PENGGANTIAN

RAI(YAT

NAGEKEO

DEWAN

DAERAH

1

2

3

4
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2,

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

2O11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Repulik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Permusyawaratan Ratyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
sebagaimsla telah beberapa kali diubah, terakhir
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O19 tentang
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tah:um 2Al4
Majelis Permusyawaratan RakJrat, Dewan Perwakilan Ralryat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2Ol
Nomor 244, Tam'bahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir
Undang-undang Nomor 9 Talnrn 2015 tentarg
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Ta}l;wn 2OL4
Pemeriatalrasr Daerah (Lembaran Negara Republik

2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Al7 lentang
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 6109)
sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

2023 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor I Talr'an 2022
Perubalran Atas Undang-Undang Nomor 7 Tafuin 2Ol7
psmilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68971;

Peraturan Komisi Pemilihzur Umum Nomor 8 Tahun 2O19

Tata Ke4'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 32O)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakht
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L2 Talrl'tn 2023

Pembahan Kelima atas Peraturaa Komisi
Umum Nomor 8 Tahun 2OL9 tefiang Tata Kerja
Pemilihan Umum, Komisi Peoilihan Umum Provinsi,
Komisi p6milih4l Umum Kabupaten/Kota (Berita
Republik IndonesiaTahun 2Q23 Noaor 377|;

Peraturan Komisi Pemilihsn Umum Nomor 3 Tahun 2O25

Penggantian Antarlvalrtu Anggota Dewan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewa:r Perrnakilan
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota (Berita Negara. RepubUk Indonesia

I

2

3
4

Penggarrtian Antarwalrtu Anggota DPRD Kabupaten
Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam

berkas/dokumen:
Memililci kemarnpuan dalam menggunakan komputer;
Memiliki ftsmampuan menggunakan aplikasi SimPAW
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Surat Penyampaian PAW dari Pimpinan DPRD
Dolnrmen Pendukung PAW

Perangkat PC/Laptop, Printer dan Scanner;

Kertas.

Internet;

Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan,
maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi

Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wqiib
diarsipkan dalam bentuk hardapg dan sofiapg

KTTEBI(AITAJT PERALATAil/

PENCATATAN DAN PENDATAAT{
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NO TAIIAPAIT XEEIATAIT

PELIII<SAITA MUTU BAKU TETERANGAIY
Kctua dr8
AEggota

BPU
SeLretarls

r.qrbbag
Telrhum

Stef/Opera
tor

SIUPAV
KELEIfGKAPAIT WAXTU OUTPUT

1

2

3

Menerima surat penyampaian
pemberhentian antarwaktu
anggota DPRD Kabupaten
Nagekeo dan perrnintaan nama
calon pengganti dari Pimpinan
Anggota DPRD Kabupaten
Nagekeo

@
Buku regis surat
masuk dan
formulir disposisi

10 Menit Disposisi Tindaklanjut
Surat Penyampaian

Pemberhentian
Antarwa-ktu Anggota
DPRD Kabupaten
Nagekeo dan Permintaan
nama calon pengganti

dari Pimpinan DPRD

Kabupaten Nagekeo

Sekretaris KPU Kabupaten
Nagekeo menindaklanjuti surat
penyampaian pemberhentian
antar\Paktu anggota DPRD

Kabupaten Nagekeo dan
permintaan narna calon
pengganti dari pimpinan DPRD

Kabupaten Nagekeo

t t Surat
Permohonan
Calon Pengganti

dari Pimpinan
DPRD Kabupaten
Nagekeo

60 Menit Dokumen pendukung
Anggota DPRD

Kabupaten Nagekeo yang

diberhentikan dan
dokumen ca.lon

pengganti antarwaktu

Memeriksa dan meneliti
dokumen pendukung Anggota
DPRD Kabupaten Nagekeo yang
diberhentikan dan dokumen
calon pengganti artarwaktu
sesuai dengan SK Penetapan

Calon terpilih KPU Kabupaten
Nagekeo.

Dokumen
pendukung calon
pengganti

entarwaldu (SK

penetapan Dgf,
SK perolehan

kursi dan SK
penetapan calon
terpilih).

2Hari Dokumen Hasil
verifi kasi, klar:ifi kasi dan
dokumen lainnya yang

relevan untuk
pelaksanaan PAW (BA

Klarifikasi/ BA
Verifrkasi/ Surat
Keterangan, Surat
Pernyata,an Tertulis dU)

Kasubbag Melakukan verifikasi
klarifrkasi dan menyiapkan dokumen
pendukung yang relevan untuk
pelaksanaan PAW sebagaimana

dimaksud pada PKPU 3 Tahun 2025
tentang Penggantian futtarwaktu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/ Kota.

4 Melaksanakan rapat pleno tindak
lanjut usulan PAW

TIDAX Dokumen
Pendukung yang

disiapkan

1 Hari BA Pleno

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

L-
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NO TNIAPAII KIGIATAIT

PEI"AI(SAITA MUTU BAKTI KTTERA$GAIT
Ketua dan
AEggota

rPU
Sekretaris

Kasubbag
Tekhum

Staf/Opera
tor

SIMPAW

KELEITGKAPA]Y UIAKTU OUTPUT

5 Mempersiapkan dokumen hasil
rapat pleno berupa surat
jawaban kepada pimpinan DPRD,

Berita Acara, lampiran surat
pengantar (suara sah terbanyak
dan SK Penetapan Daftar Calon
Tetap)

{ T

Komputer,
Printer, Scanner,
Aptkasi SimPAW,
jaringan internet,
Surat jawaban
penyampaian

narna calon
pengganti

antarwaktu
angota DPRD

Kabupaten
Nagekeo dan
lampiran daftar
perolehan suara
sah terbanyak
calon pengganti

antarwaktu
anggota DPRD

Kabupaten
Nagekeo

1 jarrr Suratjawaban kepada
Pimpinan DPRD

Kabupaten Nagekeo

6 Penyampaian Surat
kepada Pimpinan
Kabupaten Nagekeo

Jawaban
DPRD

11*_l
(1) Surat Usulan
PAW dari
pimpinan DPRD

Kabupaten; (2)

BA Pleno

l Hari (1) Surat Jawaban PAW;

(2) Tanda Terima Surat
Keluar

7 Penyampaian nama Calon
Pengganti Antarwaktu DPRD

Kabupaten Nagekeo kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten
Nagekeo

_l
(1) Berita Acara
Rapat Pleno dan
Dokumen
Pendukung
Proses PAW.

20 menit (1) Surat Penyampaian
nama calon PAW; (21

Tanda Terima Surat
Keluar

Jdih.kpu.ngk.go.id



PTLAKSAIIIA MUTU BAKI' I{TTTRAI{GAIT

1Io TAIIAPAT IIEGI,ATAN
Ketua daa
Anggota

KPU
Sekretarls

Kasubbag
Tekhum

Staf/Opera
tor

SIMPAU
KTLElTGI{APAIT WAKTU OUTPUT

8 Mendokumentasikan,
mengarsipkan dan menginput
seluruh proses PAU/ kedalam
Aplikasi SimPAW

(1) Berita Acara
Rapat Pleno dan
Dokumen
Pendukung
Proses PAW.

1 Hari Dokumen proses PAW

yang telah
terdokumentasi dan
terarsipkan dengan baikSELESAI

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 20 Januari2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAGEKEO
Bagian Teknis

Partisipasi

Y}

t"fl
er

I(aro
,.)

o--\
'l
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1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi
yang telah ditetapkan

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan sel,ama pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional
Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan PEN(TAIITIAI AIITARIIAI(TU AII(XIOTA DEWAI
PERWAIULAT RAIIYAT DATRAII XABIIPATEIMAGENBO, maka Standar Operasional Prosedur ini
dinyatakan tidak berlaku.

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay
pada tanggal 20 Jaauari2026

Xetua Komisi Pemilihaa Umum
Kabupatea Ifagekeo

Ttd

FRAITSISKUS HI'BER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMILIHAN UMUM

Sub Teknis Penyelenggaraan

Humas,
r ir,
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